





' 10. Aparatur Sipil Negara adalah pro

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah dacrah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otenomi sﬂuﬂ&m dalam
sistemn dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai 1aks
dalam Undang-Undang Dasar Negara Rtpublﬂi Iﬂdm-' ahur 1

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyﬂmgym
Daerah yvang memimpin pelaksanaan urusan 1

kewenangan daerah otonom, '
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong, o B _w— - ||
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang . Lebong
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian d:
Sumber Daya Manusia Kabupaten Rejang Lebong.
8. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya dis
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Let
9. Organisasi Perangkat Daerah yang se]ahjutnjra, dis
pembantu Bupati dalam penye
dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dmmﬂaemh*
kecamatan, dan lwlurahan

pemerintah dengan perjanjian kerja vang
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
Negara Republik Indonesia yang telah
diangkat oleh pejabat vang berwmaang
negeri, atau diserahi tugas negara la
peraturan perundang-undangan
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yan
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
13. Pegawai adalah PNS Pemerintah
berasal dari luar Pemerintah Kab
di lingkungan Pemerintah Kabupa
14, Tambahan Penghasilan Pegawali yang selanj
penghasilan vang diberikan kcpﬁdti’llﬁ-: !
kondisi tugas, kelangkaan profesi
15. Hari kerja adalah hari yang
fungsi serta tugas kedinasan
pelayanan aparatur,

16. Hadir ketja adalah meiakn

T i
18.

19. Pejabat Pmanwmg m

selaku Ftnggu 3 f

20.
21,

22,

23.



34 Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang yang harus dipikul oleh suatu
jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume %:-4@
norma wakittl. _

25, Norma waktu adalah waktu yang wajar dan nm—nynta m%m
efektif dengan kondisi normal oleh secrang perm tuk
menyelesaikan pekerjaan

26.Jam kerja efektif adalah jam kerja yang harus mmm
berproduksi/menjalankan tugas.

27. Bobot maksimal/tanif dasar TPP adalah besaran ::mkﬁmni
untuk digunakan sebagai dasar perhitungan aspek perilak
prestasi kerja dalam pemberian TPP kepada p&wﬁ#

28. Kelompok Jabatan/OPD/Unit Kerja adalah pengelom, _
Kerja  sebagal  dasar  penetapan besaran TP'P ada
Jabatan /OPD/Unit Ketja dengan mempertimbangan beban
tanggung jawab dan pertimbangan obyektif lainnya.

29, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
Peraturan Daerah tentang APBD. i

30. Kebijakan Umum APBD yang mln.nj‘uﬂmdjtap_giml '
memuat  kebijakan bida.-ng pendapatan, : i
asumsi yang mendasarinya untukpedndg_ (=a

31.Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan hasil perhi
yang telah digetujui Kementerian Pbmhwm
Reformasi Birokrasi.

(1) Pemerintah Daerah dapat

{2) Pne:mtum.m.n DPRDW'"
pembahasan KUA sampai ditetapk



Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dapat diberikan apabila

(2]
memenuhi salah satu kriteria:
ulit dijangkau karena letak gmﬂgmﬁa di ﬂmah_mmdh

&, tempat bertugas su
b. temgat bertugas berada di daerah terpencil atau
transportasi; dan

¢. tempat bertugas di [bukota Negara. o .
(3] 'I‘a.mba%laan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dapp.t dibe

memenuhi salah satu kriteria :

a. pekerjaan vang berkaitan langsung dengan pengidap

b, pekerjaan yang berkaitan langsung denm ujt Wﬁm}m

¢. pekerjaan yang beresiko terhadap keselamatan keselamatan kerja. B
(4] Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan pmfﬂdm&t rikan apabi

memenuhi salah satu kriteria :

a, memilikl keahlian tertentul;

b. memiliki penguasaan terhadap bidang tertentu;

c. memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu; dan

d. memiliki sertifikasi dan pendidikan tertentu,
(5] Tambahan penglmmlmbeniamrkanpmmaikmanm

memenuhi salah satu knteria : .

a. memiliki loyalitas, dedikast dan disipling -

b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas; dan. )

c. memiliki kreatifitas dan /atau inovalif dalam me
(6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan o

Pasal 5

(1] Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan
berdasarkan kriteria sebagaimana dimak
maksimal /tarif dasar TPP yang dialoks
Kerja, ditetapkan dengan Kepu-m_' Bupati,

(2) jumlah maksimal/tarif dasar TPP
berpedoman pada nilai evaluasi jabatan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang di
keuangan daerah,

Pasal 6

(1) Selain kriteria TPP mbmmm%
TPP termasuk juga pegawal ;
yang disetarakan. 3

{2) Pegawai mmmmmn w
diberikan honorarium /finsentif yang
Bupati.



- R

ey

m.

pegawai daerah yang berstatus sebagai pegawai titipan dan/atau
dipekerjakan pada instansi di luar Pemerintah Daerah;

pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar;

p:gawm vang berstatus terpidana;

pegawai vang mengambil euti di luar tanggungan negara;

pegawaj yang diberhentikan sementara;

pegawai tenaga fungsional Guru PAUD/TK, 8D dan ﬁMP‘ tﬂmuuuh
pengawas serta tenaga kependidikan lainnya, kecuali tl:nn&ﬂ: ST |
pegawai vang sedang menjalani cuti di luar ta.nggungan negara, Eﬁﬁm |
serta cuti melahirkan anak I{etl,ga dan anak berikutnya;

pegawal yang masih menguasai aset milik Pmneﬂntahf F&mbﬁﬁh mah
baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak vang belum dik ik
kepada Negara/Daerah; -
pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang nﬁ&ﬂm‘ﬂﬂ < .ﬁ +
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan '

pegawai yang mempunyai kewajiban tetapi belum mehjmmjpuﬂﬁm im
Harta Kekavaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

{4) TPP dapat diberikan kepada pegawai vang mengambil cuti selain

dimaksud pada ayat (3) sepanjang memenuhi ketentuan
undangan yang mengatur cuti pegawai, dengan tetap
presiasi kerja.

(5) TPP bagi jabatan fungsional tertentu dmmnknnfﬂimm
fungsional umum pada tempatnya bertugas.

Pejabat struktural vang ditunjuk sebagai pelaksana tugas
sebesar jumlah TPP jabatan tugas yang dilaksanakan, den

salah satu TPP jabatan vang dilaksanalean,

{1} Besaran TPP vang ditmimaaeﬂap pegawai d
kerja dan aspek prestasi kerja.
(2] Persentase pemberian TPP adalah

sebesar
aspek perilaku kerja dan ﬁ&%[mgm

Persentase aspek perilaku kerja sel
didasarkan pada 2 (duaj indikator,

Fasal 8

[N .lln.
INSTRUMEN pmmmﬂmﬁm

Bagtanﬁmi:l,l ‘e
Umum i
Pasal 9

kﬂmum. hﬂﬁﬂé

L.




#

b.

Aspek prestasi kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ﬂﬁ.
didasarkan pada 2 (dua) indikator:
a.

b. Ketetapan waktu penyampaian

Tahapan penyampaian laporan harian
huruf b yaitu sebagai berikut:
a. setiap rekapitulasi laporan

. prestasi kerja pegawai |

Tidak mendapat hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang beriaku, bobot maksimal 20 % (dua puluh persen|,

dengan rincian ;

1. Bobot 20 % (dua puluh persen) yang diterima jika tidak pernah mendapat
hukuman disiplin dalam satu bulan;

2. Bobot 15 % (lima belas persen] yang diterima jika mendapat hukuman
disiplin bentuk teguran lisan dalam satu bulan;

3. Bobot 10 % (sepuluh persen) yang diterima jika mendapal hukuman disiplin ‘
bentuk teguran tertulis dalam satu bulan; :

4. Bobot 5 % (lima persen) yang diterima jika mendapat hukuman disiplir :
pernyataan tidak puas secara tertulis dalam satu bulan; dan '

5. Bobot 0 % [nol persen| jika mendapat hukuman disiplin sedang dalam satu |

bulan,

= =,

Bagian Ketiga
Aspek Prestasi Kerja
Pasal 11

Pelaksanaan tugas pegawai, bobot maksimal 50 % (lima puluh

dengan rumus perhitungan ;

1. Jumlah pelaksanaan tugas pegawai = jam kerja pelaksanaan
jam kerja efektif dalam 1 {satu) bulan x 50% (lima puluh

2. Dalam hal jam kerja pelaksanaan dalam 1 (satu) bulan m:
efektif dalam 1 (satu) bulan, maka untuk per
tugas pegawai hanya dihitung berdasarkan ju
efektif vang telah ditetapkan dalam 1 (satu) bulan;

3. Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada
sebagai berikut - et
a) hari Senin sampai dengan hari Kamis selam:
b) hari Jum’at selama 3 (tiga) jam; dan
¢) hari Sabtu selama 4 (empat) jam 30 {tiga pu

rekapitulasi |

bulanan], bobot maksimal 10% (lima persen),
1. Bobot 10% (sepuluh persen) jika waktu m
pertama sampai dengan hari kelima k&q&
2. Bobot 0% (nol persen) jika waktu m
lerja atau lebih bulan berikutnya.

Pasal 12

kepada Kepala OFD n:aalmr

diteruskan kepada BKFE
BEFSDM azlanjum}rg
perilaku dan P




e. khusus untuk pegawai yang sedang melaksanakan perjalanan dinas atau
penugasan lainnya, maka penyampaian rekapitulasi laporan harian pegawai
(laporan bulanan] sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disampaikan oleh
atasan langsung dengan melampirkan surat penugasarn.

EBAB VI
HARI, JAM KERJA DAN PENGELOLA DATA

Bagian Kesatu
Hari dan Jam Kerja
Pasal 13

(1) Ketentuan waktu kerja pegawai ditetapkan sebagai berikut :
a. hari Senin sampai dengan hari Kamis waktu kerja dimulai dari pnimllﬂ?’.-iﬂ
WIB sampai dengan 14,00 WIB;
b. hari Jumat waktu kerja dimulai pada Pukul 07.30 WIB sampai den
11.00 WIB; dan
¢. hari Sabtu waktu kerja dimulai pada Pukul 07.30 WIB samp:
12.30 WIB.
(2) Ketentuan waktu kerja pegawai sebagaimana lﬁmﬂw }ﬁﬂﬁ
dikecualikan pada aan? bulan puasa (bulan suci ramadhan), yang aka
- lebih lanjut dengan berpedoman pada ketentuan pera
undangan.
[3) Ketentuan waktu kerja pegawai dan waktu perekam:
untuk OPD pelayanan publik yang menerapkan a shift
kerja khusus, diatur lebih lanjut oleh Kepala O k@m ;
jam kerja tidak boleh kurang dari waktu kerja
pada ayat (1) atau jumlah jam kerja efektif sebag
11 hurufa angka 3.

Bagian Kedua
Pengelola Data
Pasal 14

(1) Pr.ngelolaﬂ_n data TPP pada OPD ﬂﬂnmmtnhg

menangani urusan hldangknpegnmﬂm I
{2) Eepala OPD mlmurgjuk upc.tm I
™ pengadministrasian TPP pada m
(3) Operator aplikasi alat/mesin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
a. menghimpun dan mengarsipkan se

tugas lainnya sebagai bah -

b. menyusun rekapitulasi
sehingga dlpj!-.'l‘ﬁlub, dﬂtn,

(4)



BAB VIl
PENGINPUTAN BAHAN TPP

Bagian Kesatu
Data Perilaku Kerja
Pasal 15 '

(1] Setiap pegawai wajib rekam kehadiran dengu.n mengegunakan alat/mesin rekam
kehadiran elektronik pada masing-masing OFD/Unit Kerja,

(2) Kewajiban rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
untuk pegawal vang melaksanakan tugas belajar atau ditugaskan secara tetap
di lapangan vang tidak memungkinkan untuk melakukan absensi pada
OPD/Unit Kerja tempatnya  bertugas, sehingga diberikan dispensasi tetap tidak
melaksanakan rekam kehadiran elektronik pada masa penugasan.

(3) Perekaman kehadiran sebagaimana tersebut pada ayat (1), wajib
sebanyak 2 {dua) kali denpan ketentuan : '
a. hari Senin sampai dengan Sabtu pada pagi hari pn]i'ng inmhatp.timi?.@

WiB;

b. hari Senin sampai dengan Kamis pada siang hari paling cepat pukul 14.00
WIB;
¢. hari Jum'at pada siang hari paling cepat pukul 11.00 WIB; dan -

d. hari Sabtu pada siang hari paling cepat pukul 12,30 WIB. :
(4) Apabila mesin rekam kehadiran elektronik tidak dapat dipergunakan
alasan teknis, maka Kepala OPD/Unit Kerja membuat berita acara
mesin rekam kehadiran elektronik dan melampirkan daftar abse
pegawai secara tertulis, '
(5) Bagi pegawai pada OPD yang belum memiliki alat/mesin rekam
elektronik, maka absensi kehadiran dilakukan secara
absensi sebagaimana tercantum dalam lampiran vang merupakan
terpisahkan dan peraturan Bupati ini,

Pasgal 16

Pegawai yang melaksanakan tugas khusus seperti i
dalam maupun luar daerah, mengikuti sosialisasi, by
daerah, tugas lapangan, rapat-rapat, mendampingi ta
lainnya, tetap dianggap hadir walanpun tidak
ahsensi elektronik, dengan ketentuan untuk
kerja pegawal harus dibuktikan dengan m.lr-u;

membuat laporan hasil penugasan sebagai pengg
Pasal 17

(1) Dalam pengolahan data kehadiran pegawai, 1
a. menyusun rekapitulasi kehadiran
kepada Kepala BKPSDM pa'.l,{rl&
untuk dilalkukan pﬂﬂmﬁmni
b. hasil perhitungan dan ve
kepada OPD/Unit Kerja
kehadiran pegawai diterima; da
c. Kepala OPD/Unit kerja
kehadiran pugnwnirga 8
elektronik serta a
(2] Dalam pengolahan data
kewenangan :
a, melakukan per
:,-‘ﬂ_‘l]g AISHTT el
b. menggunakan
OPD/Unit Ke




¢, memfasilitasi pengolahan data  kehadiran OPD/Unit Kega jika ﬁeqa.ch
permasalahan data antara rekapitulasi yang dibuat oleh OPD/Unit Kerja
dengan data server TPF. :

(3) Dalam pengolahan data kehadiran pegawai pada BKPSDM mmma_
dimaksud pada ayat (2] yang digunakan sebagai bahan perhitungan dan
verifikasi capaian aspek perilaku dan prestasi kerja untuk bahan pengajuan
TPP, dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPSDM.

Bagian Kedua
Data Prestasi Kerja
Pasal 18

(1] Setiap pegawai wajib membuat laporan kerja harian aasuai daﬂg?nm
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, . y .

(2] Laporan kerja harian sebagaimana dimaksud pada avat (1}, ¥
hari kepada atasan langsung untuk dilakukan penilaian dan bersifa
(3) Jika atasan langsung tidak dapat melakukan penilaian laporan har
dengan alasan tertentu, maka penilaian disampaikan kepada at
pejabat penilai atau Kepala OPD/Unit Kerja.
{4) Penilaian atas laporan Kepala OPD/Unit Kerja pada Sekretariat :
dilakukan oleh Asisten pada Sekretariat Daerah yang membawahi. N
(5] Penilaian atas laparan Asisten dan Staf Ahli pada Sekretariat Daerah
oleh Sekretaris Daerah. _ _
(6] Penilaian atas laporan Sekretaris Daerah dilakukan secara Self.
(7] Pelaksanaan tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
apabila mengikuti apel pagi, apel siang, senam pagi, acara
upacara hari besar nasional, menghadiri undangan )
mewakili atasan, mengikuti kegiatan Dharma Wanita dan
merupakan bagian dari tugas pegawal.

Tim Monitoring dan Evaluasi
Pasal 19

(1] Dalam rangka pelaksanaan verifikasi terhadap h
prestasi kerja serta menangani pengaduan dari
Pejabat vang menilai, dibentuk tim monitoring dan

{2) Keanggotaan tim monitoring dan evaluasi sebagi
terdiri dari ! T ..
a. Sekretaris Daerah;
b. Kepala BKPSDM;
c. Inspektur Dagrah; gl
d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
e. Kepala Bagian Administrasi Hukum; dan =~
f Kepala Bagian Administrasi Organisasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai
dimaksud pada ayat (1], ditetapkan

Rumus perh.p.rquanm
Jumlah TPP diterima =



BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran
Pasal 21

(1) TPP dibavar sebanyak-banyaknya 14 ( empat belas | kali setiap tahun.

{2) Permintaan pembavaran uang TPP diajukan pada bulan berikutnya, kecuali
untuk bulan Desember dapat diajukan pada bulan berjalan dengan kmnmn l
hari kerja selama bulan Desember ditetapkan selama 25 (dua puluh lima) hari ‘
kalender.

(3] Tata cara pembayaran uang TPP dilakukan oleh Kepala OPD dan/atau pejabat .
vang berwenang pada OFPD dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran k
(SPP] dan Surat Perintah Membayar SPM) TPP, selanjutnya BPKD menerbitkan
SP2D TPP berdasarkan SPM OPD, dengan melampirkan : )

a. rekapitulasi capaian aspek perilaku dan prestasi kerja pegawai; L.
b. hasil perhitungan dan verifikasi capaian aspek perilaku dan prestasi ke

pegawai; dan '

c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dengan format seb

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisak

Peraturan Bupati ini,

(4] Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran TPP, Wﬂ pada
peraturan perundang-undangan vang berlaku. R

Bagian Kedua
Pajak
Pasal 22

Penerimaan TPP dikenakan pajak penghasilan vang dﬂntnmg
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

BAB X
SANKSI
(1) Pejabat penilai yang berdasarkan hasil verifikasi ti
terbukti memberikan penilaian kinerja yang tidak
pegawai diberikan sanksi berupa pemotongan TPP s
persen) dari total TPP pada bulan berikutnya.
(2] Pejabat penilai yang terbukti tidak melakukan
bawahannya, diberikan sanksi berupa 0
puluh persen) dari total TPP pada bulan berik
(3] Pegawai yang terbukti membuat | poran
pelaksanaan tugas sehari- -hari,
sebesar 50% (lima puluh persen| dari

(1) Dalam hal OPD mendapat sur.
berkaitan dengan pemmt&:m
vang bersangkutan ¢ lik n
a teguran kesatg b ¥

total TPP pada bulan
b. teguran kedua



¢. teguran ketiga berupa pemotongan TPP sebesar 40% (empat puluh persen]
dari total TPP pada bulan berikutnya.

(2) Pelaksanaan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan

oleh BKPSDM pada saat melakukan perhitungan dan verifikasi capaian aspek

perilaku dan prestasi kerja pegawai setiap bulan pada masing-masing OPD.

BAB XI
ANGGARAN

Pasal 25
Penganggaran TPP dibebankan pada APBD Kabupaten Rejang Lebong. ‘i

BAB X1l
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Rejan

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan | 1asilan Pegaw

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, dicabut dan dim:
tidak berlaku. ' ' "

Pasal 27 -

-

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019. i |

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah H&'bﬂpﬁbmm

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 27 februcr 2019

BERITA DAERAH KABUPA!




REKAPITULASI BULANAN CAPAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
Berdasarkan Laporan Kerja Harian Individu Pegawai

NAMA/NIP
PANGKAT (GOLRUANG)
UNIT KERJAIOPD
JABATAN

BULAN

JUMLAH HARI KERJA

ol . Jdam ....... Menit

Nama lengkap dan gelar
NIP ... g

JUMLAH JAM KERJA PELAKSANAAN

JUMLAH JAM KERJA EFEKTIF e JBM L Menit
= JUMLAH JAM KERJA ol L.
NO HARITANGGAL PELAKSANAAN KETERANGAN KEHADIRAN

Jam Menit I

..‘

2

3
¥ =

5
6

7

8

q

10
11

12 | =— i
13

14 |
15

16

17 | i
18
19
20 |

Dist | !

Jumigh Jam/Menit | ... Jam e Menit
Jl.lmiE.h Haﬂ {'- i ---J Hm
Mengetahui;
Atasan Langsung,
tanda tangan




LAPDR& KERJA HARIAN PEGAWAI HE&RI SIPIL

: NIP PANGHAT (GOL/RUANG)
UNIT KERJAJOPD i JABATAN
ASAN LANGSUNG : JABATAN
| '*ED:[GQIC A LR
et 2- Dd-ﬂ-ﬂ-
i TAHUN
= QFE KEGIATAN [ =
; JUMLAH | TEMPAT TANDA TANGAN
o [dam | mend | (tugas pokok ghn {ugas tambahan SATUAN SATUAN | KEGIATAN PENYELENGGARA | oue va NG DINILAL PEJABAT PENILAI
tidak dibadakan) ]

i ; Gesual fakls den dais,

PMNS yang bersangkuian

telah meiaksanakan lugas

| | selama ... jam ... menit
| Pejabat Penila,
| tarda fangan: |
| tanda fangan .
Mama |engkap dan
gelar Mama lengeap dan gelar
NIF: My s i it




HASIL PERHITUNGAN DAN VERI#-ASI CAPAIAN PERILAKU DAN FineSTASI KERJA KERJA PEGAWAI

— |
i coima il
GoL JABATAN Terambat Lebih | Kerja TK Disiplin | JamHKerja | Penyampaian F“?e.lt.n}im E?;;an
Ay e n
| Kalll | MNilai | kalll | Nilai Nilai Nita | Milai Mitai
—— Harl | (%) | vari | (o | PO | ey | YT | sy | 9™ | ey | TEPOSR | g
=1 r
e L R 20.
ha AT e e

/|
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FORMULIR ABSENSI MANL-.AL PNS/CPNS PEMERINTAH KA&PATEH REJANG LEBONG
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KEPALA OPD
tanda tangan
Jengkap can geiar)
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Yang bertanda tangan dibawah ini : :
Nama e ; 1
NIP T

Pangkat [ Gol e rri

Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas/Badan ...

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa @
1. Perhitungan yang terdapat pada daftar penerima untuk
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS El.-ﬂ:m esiadeseian

----------------------------------------

2. Apabila dkaudian hari terdapat kelebihan
Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Bulan .
3. Eeluruh anumen }rang dinﬂmpaikm:l aﬂﬂgﬁi

Dana adalah benar menjadi tanggung jawab
administrasi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat d&m
dipergunakan sebagaimana mestinya,
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